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SANKSI PIDANA SUATU GAGASAN  
TIGA SISTEM SANKSI (TRISISA) HUKUM PIDANA  
(Kajian Pidana Utama khusus Pidana Amputasi) 
 
Oleh : Ahmad Rifai Rahawarin1 
 
 
Abstrak: Sanksi pidana merupakan salah satu proposisi dari trisisa hukum 
pidana yang memiliki dua konsep berupa pidana utama dan pidana pelengkap, 
pidana utama terdiri dari beberapa jenis sanksi, salah satunya pidana 
amputtasi. Esensi pidana amputasi sebagai pidana maksimum dan utama 
untuk kejahatan terhadap harta kekayaan serta pidana antara untuk kejahatan 
terhadap eksistensi negara dan harta. Sanksi pidana amputasi dalam hukum 
Islam terdapat dalam tindak pidana pencurian (Jarimah Sariqah) dan tindak 
pidana gangguan keamanan atau perampokan (Jarimah Hirabah). Sanksi ini 
sangat erat kaitannya dengan tindak pidana yang berkaitan dengan harta 
kekayaan. Semua perbuatan yang merugikan harta kekayaan orang lain 
termasuk penggelapan, penipuan atau merugikan kekayaan negara maka 
sanksi maksimalnya adalah pidana amputasi. 
 




Negara Indonesia sebagaimana disebutkan dalam konstitusi sebagai 
negara hukum2 sekaligus berdasar atas ketuhanan yang maha esa3. 
Singkatnya, negara Indonesia adalah negara hukum religius, artinya bahwa 
menjadikan hukum dan agama sebagai landasan dalam kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.   
Supremasi hukum senantiasa ditegakan serta nilai-nilai religius dapat 
diterapkan guna mewujudkan pembangunan nasional yang masyarakatnya 
memperoleh keadilan, ketertiban, keamanan, kedamaian dan kemakmuran 
                                               
1 Dosen Pascasarjana Program Magister Hukum Universitas Yapis Papua 
2 Pasal 1 ayat 3 UUD NRI 1945 
3 Pasal 29 ayat 1 UUD NRI 1945 
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berdasarkan hukum agama dan keyakinan masyarakat, dalam hukum islam 
terdapat Ayat-ayat Alquran secara jelas sekali dalam mewajibkan untuk 
menggunakan hukum yang diturunkan Allah SWT. Allah berfirman dalam 
Alquran surah Al-Ahzab (33) : 36 yaitu:  
    
    
    
    
     
        
 
“dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi 
perempuan yang mukmin, apabila Allah dan rasul-Nya telah 
menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang 
lain) tentang urusan mereka. dan barangsiapa mendurhakai Allah 
dan rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata”. 
 
Ayat tersebut menerangkan bahwa seluruh umat Islam untuk tunduk 
dan melaksanakan ketentuan Allah yang sudah ditetapkan dalam Alquran 
maupun Alhadis, Hukum Islam mengajarkan bahwa sekiranya Allah dan rasul-
Nya sudah memutuskan suatu ketetapan, maka umat Islam tidak 
diperkenankan mengambil ketentuan lain. serta ayat tersebut juga 
menerangkan secara implisit bahwa jika terdapat suatu perkara yang Allah 
dan rasul-Nya belum menetapkan ketentuannya maka umat Islam dapat 
menentukan sendiri ketetapannya itu.  
Konsep tiga sistem sanksi (Trisisa) hukum pidana sebagai suatu 
gagasan yang merujuk pada hukum pencipta yang diyakini berupa hukum 
islam. Konsep ini menjadikan hukum islam sebagai dasar pijakan berfikir 
dengan sumber utama yaitu al-quran dan al-hadis. 
Adanya kebutuhan sanksi hukum pidana dalam merespon tidak 
efektifnya sanksi pidana dalam pengurangi angka kriminalitas khususnya 
kejahatan yang berkaitan dengan harta kekayaan baik milik indifidu, milik 
bersama maupun milik negara, maka ditawarkanlah pidana amputasi sebagai 
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salah satu jenis sanksi pidana utama dari proposisi sanksi pidana atas teori 
Trisisa Hukum Pidana” sebagai ide pembaharuan hukum pidana nasional. 
Teori Trisisa hukum pidana yaitu sanksi pidana, sanksi tindakan, dan sanksi 
imbalan, sanksi pidana berupa pidana utama dan pidana pelengkap. Sanksi 
tindakan berupa tindakan perbaikan dan tindakan perlindungan. Sanksi 
imbalan berupa imbalan peniadaan dan imbalan pengurangan4. 
Pidana utama adalah pidana mati, amputasi, denda, dera, penjara, 
serta pidana tutupan, kurungan, pengawasan, dan kerja sosial. Sedangkan 
pidana pelengkap berupa pidana yang prinsipnya melengkapi pidana utama. 
Sanksi tindakan berupa tindakan perbaikan dan tindakan perlindungan. 
Tindakan perbaikan ditujukan pada keadaan internal pelaku tindak pidana 
berupa perbaikan jiwa, akal, dan emosionalnya. Sedangkan tindakan 
perlindungan berupa pemulihan keseimbangan yang dibebankan kepada 
pelaku dan/atau keluarganya dan dapat juga diberlakukan kepada korporasi 
untuk mengembalikan keseimbangan yang terjadi. Sanksi imbalan berupa 
imbalan peniadaan dan imbalan pengurangan. Imbalan peniadaan berupa 
pengampunan Presiden atas eksistensi negara, pemerintah dan masyarakat. 
Sedangkan imbalan pengurangan berupa pemaafan absolut yang merupakan 
hak korban/ahli warisnya dan pemaafan relatif yang merupakan hak 
hakim/pemerintah dalam memberikan maaf5. 
Sanksi pidana amputasi dalam hukum islam belum diatur di dalam 
peraturan hukum pidana nasional baik KUHP warisan kolonial, maupun hukum 
pidana di luar KUHP baik peraturan perundang-undangan hukum pidana 
maupun peraturan perundangan yang mengatur pemidanaan. Sanksi pidana 
amputasi di Indonesia hanya dikenal dalam hukum adat yang pernah berlaku 
sampai pada diberlakukannya KUHP warisan kolonial. 
                                               
4 Ahmad Rifai Rahawarin,2017,Tiga Sistem Sanksi (trisisa) Hukum Pidana (Ide 
Pembaharuan Sanksi Hukum Pidana Nasional), Legal Pluralism : Journal of Law Science, 
vol.7, No.2. hlm.144 
5 Ibid. hlm.174 
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Sanksi pidana amputasi dalam hukum Islam terdapat dalam tindak 
pidana pencurian (Jarimah Sariqah) dan tindak pidana gangguan keamanan 
atau perampokan (Jarimah Hirabah). Sedangkan di dalam KUHP yang 
mengatur tentang tindak pidana pencurian dan perampokan dikenakan sanksi 
penjara dan pidana denda, serta pidana mati untuk perampokan dengan 
pemberatan.   
Pencurian biasa diatur di pasal 362 KUHP dengan sanksi penjara 
maksimal lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah, 
pencurian dengan pemberatan di pasal 363 KUHP dengan sanksi pidana 
penjara maksimal tujuh tahun dan sembilan tahun, selain itu tindak pidana 
perampokan juga diakomodir di dalam KUHP. Perampokan merupakan istilah 
pidana untuk pencurian yang disertai dengan kekerasan atau ancaman 
kekerasan. Maksud kekerasan di sini adalah kekerasan terhadap manusia 
korbannya atau terhadap pihak ketiga yang mernjadi saksi kejadian. 
Perampokan di Pasal 365 KUHP dengan ancaman penjara maksimal 
sembilan tahun, perampokan dengan pemberatan dua belas tahun, 
mengakibatkan hilangnya nyawa maka sanksi pidana penjara lima belas 
tahun. Kalau ditambah dengan hilangnya nyawa orang lain dan dilakukan 
secara grombolan maka maksimal pidana mati.  
Walaupun sudah ada sanksi pidana penjara untuk tindak pidana 
pencurian dalam KUHP sekarang ini tetapi angka kriminalitas terhadap 
pencurian semakin meningkat sebagaimana diberitakan CNN Indonesia6 
bahwa Kepolisian Republik Indonesia menyebut ada empat kasus kejahatan 
yang menjadi atensi atau fokus bagi jajaran anggota kepolisian di seluruh 
wilayah Indonesia. Terlebih, catatan tingkat kriminalitas menunjukkan tren 
kenaikan dalam hitungan pekan. Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo 
                                               
6 Lihat CNN Indonesia,  Angka Kriminalitas Naik, Polri Fokus Empat Kasus 
Kejahatan, 17 Mei 2019, diakses pada tanggal 5 April  2019, 
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190517062637-12-395609/angka-kriminalitas-naik-
polri-fokus-empat-kasus-kejahatan 
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Penmas) Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo mengatakan 
empat kejahatan yang menjadi atensi itu adalah pencurian dengan 
pemberatan (curat), pencurian kendaraan bermotor (curanmor), pencurian 
dengan kekerasan (curas), serta pencurian dengan senjata api. Dari data 
Mabes Polri periode 1-15 Mei 2019, tercatat sebanyak 226 kasus curat. 
Jumlah itu diketahui naik sebanyak 26 kasus jika dibandingkan dengan 
periode sebelumnya, 15-30 April, kasus curanmor tercatat sebanyak 109 
kejadian pada periode 1-15 Mei. Jumlah itu mengalami penurunan jika 
dibanding pada periode 15-30 April di mana tercatat jumlah kasus curanmor 
sebanyak 134 kasus, Untuk kasus curas, pada periode 1-15 Mei tercatat 
sebanyak 44 kasus. Jumlah itu mengalami kenaikan jika dibanding pada 
periode 15-30 April yang tercatat sebanyak 37 kasus. Lalu untuk kasus curas 
dengan senpi tercatat sebanyak tiga kasus pada periode 1-15 Mei. Mengalami 
penurunan dibanding periode 15-30 April yang tercatat sebanyak tujuh kasus.  
Dimikian halnya dengan semakin berani dan merajalelanya tindak 
pidana korupsi yang dilakukan secara berjamaah, sehingga ide potong tangan 
menjadi tawaran serius untuk diterapkan di Indonesia, sebagaimana 
diberitakan republika.co.id7 bahwa wacana hukuman potong tangan bagi 
koruptor mengemuka belakangan ini. Hal tersebut setelah Wakil Sekjen MUI 
Tengku Zulkarnain menyatakan bahwa akan menggodok dan mengajukan 
permohonan para maling dan koruptor yang terbukti, baik dengan bukti dan 
saksi tidak perlu dipenjara melainkan dipotong saja tangannya. Usulan ini 
akan disampaikan setelah pemilu 2019. usulan ini akan diajukan karena per 
harinya pemerintah Indonesia harus menyediakan Rp 4 miliar untuk memberi 
makan tahanan koruptor di penjara atau lembaga permasyarakatan termasuk 
koruptor dan uang makan untuk narapidana tersebut. Artinya pemerintah 
                                               
7 lihat republika.co.id, Potong Tangan dan Wacana Hukuman Tambahan Bagi 
Koruptor, 03 Jan 2019, diakses pada tanggal  5 April 2019, 
https://www.republika.co.id/berita/nasional/news-analysis/19/01/04/pkqz4g430-potong-tangan-
dan-wacana-hukuman-tambahan-bagi-koruptor 
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membutuhkan uang hingga Rp 15 triliun untuk ransum para tahanan termasuk 
para koruptor.  
Realitas ini menggambarkan bahwa pidana penjara sebagai pidana 
utama dan dominan dipakai untuk memberi efek jera maupun pencegahan 
terhadap tingginya kriminalitas khususnya kejahatan atas harta kekayaan 
negara maupun warga negara. Walaupun aparat kepolisian telah melakukan 
patroli dan upaya pencegahan lainnya tetapi sanksi yang ada saat ini untuk 
pencuri tidak membuat takut para pelaku kriminal bahkan pelakunya adalah 
residivis. Bahkan pejabat negara dengan senyum dan kebanggaan saat 
ditahan KPK atas dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan,  
Fenomena ini perlu diterapkannya sanksi yang lebih tegas dan lebih 
memberi rasa malu dan perbaikan kepada pelakunya berupa pidana amputasi, 
karena disinyalir pidana amputasi yang terdapat dalam hukum islam 
memberikan keadilan dan efek jera, disinyalir pidana amputasi tidak 
melanggar hak asasi manusia dan memiliki persyaratan ketat dan detail dalam 
hukum islam, diduga pidana amputasi sebagai ide gagasan dan wacana 
dalam penerapannya di dalam RUU KUHPid dapat dirumuskan sebagai 
pidana utama terhadap kejahatan yang berkaitan dengan harta kekayaan dan 
menjadi pidana antara terhadap kejahatan yang berkaitan dengan nyawa. 
Pandangan ini menurut penulis perlu diuraikan secara lebih lanjut 
dengan dasar argumen dan teori-teori serta yang utama adalah dasar rujukan 
dalam al-quran dan al-hadis. 
 
PEMBAHASAN DAN ANALISA 
Pidana Amputasi dan Hak Asasi Manusia 
Sanksi hukum pidana Islam yang pertama adalah hudud. Dinamakan 
Hudud karena pada umumya rnencegah orang yang berbuat maksiyat untuk 
(tidak) kembali pada kemaksiyatan yang telah ditetapkan hadnya, berasal dari 
kata had yang diartikan sesuatu yang rnemisahkan dua perkara dan 
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mencegah pencampuran antara keduanya. Jadi yang dimaksud hudud Allah 
adalah larangan Allah. Hudud menurut istilah adalah sanksi yang ditetapkan 
kadarnya oleh syara bagi suatu tindak kemaksiatan, untuk mencegah 
pelanggaran pada kemaksiatan yang sama. Tindakan maksiat yang sanksinya 
termasuk bagian dari hudud, dan yang wajib dikenai sanksi had8.  
Hukuman hudud, yaitu sanksi hukum yang ditetapkan untuk tindak 
pidana hudud. Hukuman tersebut terbagi menjadi tujuh, sesuai dengan 
bilangan tindak pidana hudud yaitu (1) zina; (2) qazaf; (3) meminum minuman 
keras; (4) mencuri; (5) melakukan hirabah (gangguan ke-amanan); (6) murtad; 
dan (7) memberontak. Hudud adalah hukuman yang telah ditetapkan sebagai 
hak Allah SWT atau hukuman yang telah ditetapkan untuk kemaslahatan 
masyarakat. Dikatakan sebagai hak Allah karena hukuman ini tidak bisa 
digugurkan, baik oleh individu maupun masyarakat9.  
Sanksi hukum pidana Islam untuk tindak pidana hudud adalah (1) 
sanksi tindak pidana zina ada tiga yaitu jild (cambuk atau dera), tagrib 
(diasingkan), dan rajam; (2) sanksi tindak pidana gazaf ada dua yaitu 
hukuman pokok berupa hukuman dera, dan hukuman tambahan berupa tidak 
diterima persaksian pelaku qazaf; (3) Sanksi tindak pidana meminum 
minuman keras (khamr) yaitu dera; (4) Sanksi tindak pidana pencurian yaitu 
Pidana Amputasi atau potong tangan (dan kaki); (5) sanksi tindak pidana 
gangguan keamanan (hirabah) yaitu hukuman mati biasa, hukuman mati 
disalib, potong tangan dan kaki (Pidana Amputasi), dan pengasingan; (6) 
sanksi tindak pidana murtad yaitu hukuman mati; (7) sanksi tindak pidana 
pemberontakan yaitu hukuman mati. 
                                               
8 M. Arfin Hamid, 2011, Hukum Islam Perspektif KeIndonesiaan (Sebuah 
Pengantar Dalam Memahami Realitasnya di Indonesia), Makassar: Umitoha Ukhuwah Grafika, 
hlm.243 
9 Abdul Qadir Audah, 2008, At-Tasyri’ Al-Jina’i Al-Islamiy Muqarananbil Qanunil 
Wad’iy, Muassasah Ar-Risalah. (diterjemahkan oleh tim tsalisah) Ensiklopedi Hukum Pidana 
Islam I, Bogor: Charisma Ilmu, hlm.99-100 
Sanksi Pidana Suatu Gagasan Tiga Sistem..... Ahmad Rifai Rahawarin 
LEGAL PLURALISM : VOLUME 9 NOMOR 2, JULI 2019 189 
Sanksi pidana Islam yang diuraikan tersebut, kalau dikaji dari sudut 
pandang hak asasi manusia (HAM) maka sesungguhnya tidak bertentangan. 
Sebab ada pengecualian terhadap siapa saja yang melanggar norma-norma 
dalam masyarakat maka konsekuensinya beberapa haknya akan dibatasi oleh 
negara melalui pemberian sanksi. Hal ini berlaku untuk hukum konvensional 
maupun hukum Islam.  
Akan tetapi para penggiat HAM selalu bersikap keras apabila 
membicarakan sanksi pidana Islam dan bersikap kompromi apabila 
membicarakan sanksi pidana konvensional. Hal demikian terjadi karena 
paradikmanya bersifat anthroposentris yaitu segala sesuatu berpusat pada 
manusia sehingga menempatkan manusia sebagai tolak ukur segala sesuatu. 
Walaupun bersepakat bahwa HAM adalah hak dasar atau hak pokok yang 
manusia bawa sejak lahir sebagai anugerah Tuhan yang maha Esa.  
Berbeda dengan paradigma Islam tentang HAM yang bersifat 
theosentris yaitu segala sesuatu berpusat pada Allah. Namun Islam dalam 
memandang HAM dapat dilihat dari ajaran pokok tentang  hablum min Alllah 
dan hablum min na-nas, muncul dua konsep hak, yakni hak manusia  (haq al -
insan) dan hak Allah. Setiap hak saling melandasi satu sama lain. Hak Allah 
melandasi hak manusia dan juga sebaliknya. 
Demikian halnya sanksi pidana amputasi sebagai sanksi hudud yang 
merupakan hak Allah yang harus dilaksanakan sebagaimana dalam wahyu-
Nya. Bahkan tidak dapat di ganti oleh pengusa sekalipun. Tentunya hak Allah 
sang pencipta semua makhluk dan jagad raya seisinya lebih tinggi dari hak 
manusia sebagai salah satu makhluk hasil ciptaannya. Hal ini dapat 
tergambarkan dalam pengertian HAM itu sendiri yaitu hak dasar atau hak 
pokok yang manusia bawa sejak lahir sebagai anugerah Tuhan yang maha 
Esa.  
Jadi pidana amputasi merupakan perintah Allah dalam wahyu-Nya 
kepada manusia khususnya umat Islam untuk melaksanakannya dengan 
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bersandar pada Alquran dan Alhadis . Sehingga ada asas dalam Islam bahwa 
hukum pokok dari setiap perbuatan adalah terikat dengan hukum syara. 
Sanksi pidana adalah sanksi yang diberlakukan untuk membatasi atau 
mengurangi hak-hak para pelaku kejahatan. Misalnya pencurian, sanksinya 
adalah dipotong tangan (dan kaki), tetapi ada kriteria-kriteria tertentu sehingga 
pencurian itu bisa dijatuhi sanksi dimaksudkan. Negara Indonesia dalam 
konstitusinya selain menjamin HAM, juga membolehkan HAM itu dibatasi, 
dengan syarat, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, atau demi 
pertimbangan moral, ketertiban dan keamanan masyarakat (Pasal 28 j UUD 
1945)10.  
 
Pidana Amputasi Perspektif Tujuan Pemidanaan  
Tujuan hukum pidana Islam secara implisit menetapkan adanya 
tujuan pemidanaan termasuk pidana amputasi seperti diungkapkan dalam 
Alquran sebagai berikut: 




   
     
      
“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan 
keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan 






                                               
10 Achmad Ali, 2008, Menguak Realitas Hukum : Rampai Kolom Dan Artikel 
Pilihan Dalam Bidang Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm.38-44 
11 Alquran Surah Al-Maidah (5): 38. 
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2. Sebagai Penghinaan dan Perbaikan Pelaku. 
   
  
   
   
  
   
  
    
     
    
   
    
    
    
   
    
“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah 
dan rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka 
dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan 
bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang 
demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di 
akhirat mereka beroleh siksaan yang besar. Kecuali orang-orang yang 
taubat (di antara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) 
mereka; maka ketahuilah bahwasanya Allah maha pengampun lagi maha 
penyayang”12. 
 
Demikian halnya dengan pidana amputasi dalam teori tujuan pidana 
konvensional sesuai dengan teori Teori Retributive atau absolut. Menurut Jan 
Remmelink13, teori retributif atau teori absolut dapat dikatakan sama tuanya 
dengan awal pemikiran tentang pidana. Syarat pembenaran penjatuhan 
pidana tercakup dalam kejahatan itu sendiri. Pemikiran ini beranjak dari 
                                               
12 Alquran Surah  Al-Ma’idah (5) :33-34. 
13 Jan Remmelink, 1993, Hukum Pidana, Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting 
dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia, Jakarta : Gramedia Pustaka 
Utama, hlm.600.  
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pandangan yang absolut terhadap pidana. Dalam konteks ajaran ini, pidana 
merupakan res absoluta ab affectu futuro (suatu keniscayaan yang terlepas 
dari dampaknya di masa depan). Dilakukannya kejahatan, maka membawa 
konsekuensi dijatuhkannya pemidanaan.  
Hegel14 mengeluarkan teori yang dikenal dengan quashi-mathematic, 
yaitu Wrong being (crime) is the negation of right; and Punishment is the 
negation of that negation. Ia berpendapat bahwa pidana merupakan 
keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan. Karena 
kejahatan adalah pengingkaran terhadap ketertiban umum atau ketertiban 
hukum negara yang merupakan perwujudan dari cita susila, maka pidana 
merupakan Negation der Negation (peniadaan atau pengingkaran terhadap 
pengingkaran). 
Pidana adalah suatu hal yang mutlak harus dijatuhkan terhadap 
adanya suatu kejahatan. Pidana adalah hal yang tidak mengenal kompromi 
untuk diberikan sebagai pembalasan terhadap suatu kejahatan15. Jadi teori ini 
melegitimasi pemidanaan sebagai sarana pembalasan atas kejahatan yang 
telah dilakukan seseorang. Kejahatan dipandang sebagai perbuatan yang 
imoral dan asusila di dalam masyarakat, oleh karena itu pelaku kejahatan 
harus dibalas dengan menjatuhkan pidana. Tujuan pemidanaan dilepaskan 
dari tujuan apapun, sehingga pemidanaan hanya mempunyai satu tujuan, 
yaitu pembalasan16.  
                                               
14 Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, 
Bandung: Alumni, hlm.12. 
15 Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia, Jakarta: Pradnya 
Paramita, hlm. 26. 
16 J.M. van Bemmelen, 1997, Hukum Pidana 1, Bandung: Bina Cipta, Cetakan 
Kedua, hlm. 25. 
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Penjatuhan pidana kepada pelaku kejahatan dalam teori retributif ini, 
menurut Romli Atmasasmita17 mempunya sandaran pembenaran sebagai 
berikut: 
1. Dijatuhkannya pidana akan memuaskan perasaan balas dendam 
si korban, baik perasaan adil bagi dirinya, temannya, maupun 
keluarganya. Perasaan ini tidak dapat dihindari dan tidak dapat 
dijadikan alasan untuk menuduh tidak menghargai hukum. Tipe 
aliran retributif ini disebut vindicative;  
2. Penjatuhan pidana dimaksudkan sebagai peringatan kepada 
pelaku kejahatan dan anggota masyarakat yang lainnya bahwa 
setiap perbuatan yang merugikan orang lain atau memperoleh 
keuntungan dari orang lain secara tidak wajar, maka akan 
menerima ganjarannya. Tipe aliran retributif ini disebut fairness;  
3. Pidana dimaksudkan untuk menunjukkan adanya kesebandingan 
antara beratnya suatu pelanggaran dengan pidana yang 
dijatuhkan. Tipe aliran retributif ini disebut proportionality.  
 
selanjutnya pidana amputasi dari pandangan teori teleologis atau 
Relatif,  Teori ini memandang bahwa pemidanaan mempunyai tujuan lain yang 
lebih berarti dari tujuan pembalasan, yaitu perlindungan masyarakat dan 
pencegahan kejahatan. Dasar pembenaran dari teori ini adalah adanya pidana 
terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat 
kejahatan (quia peccatum est), melainkan supaya orang jangan melakukan 
kejahatan (nepeccatur)18.  
Nigel Walker19 menamakan aliran ini sebagai paham reduktif 
(reductivism) karena dasar pembenaran dijatuhkannya pidana dalam 
pandangan aliran ini adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan (… the 
justification for penalizing offences is that this reduces their frequency).  
                                               
17 Romli Atmasasmita, 1995¸ Kapita Selekta Hukum Pidana dan Krimonologi, 
Bandung: Mandar Maju, hlm.83-84.   
18 Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana..., 
Op.Cit.,hlm.16. 
19 Negel Walker, 1995, Reductivism and deterrence, dalam A Reader on 
Punishment. R.A. Duff and David Garland (Ed.). New York: Oxford University Press, hlm.212.   
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Penganut reductivism meyakini bahwa pemidanaan dapat mengurangi 
pelanggaran melalui satu atau beberapa cara berikut ini:  
1. Pencegahan terhadap pelaku kejahatan (deterring the offender), 
yaitu membujuk si pelaku untuk menahan diri atau tidak 
melakukan pelanggaran hukum kembali melalui ingatan mereka 
terhadap pidana yang dijatuhkan;  
2. Pencegahan terhadap pelaku yang potensial (deterring potential 
imitators), dalam hal ini memberikan rasa takut kepada orang lain 
yang potensial untuk melakukan kejahatan dengan melihat contoh 
pidana yang telah dijatuhkan kepada si pelaku sehingga 
mendatangkan rasa takut akan kemungkinan dijatuhkan pidana 
kepadanya;  
3. Perbaikan si pelaku (reforming the offender), yaitu memperbaiki 
tingkah laku sipelaku sehingga muncul kesadaran si pelaku untuk 
cenderung tidak melakukan kejahatan lagi walaupun tanpa adanya 
rasa ketakutan dar ancaman pidana;  
4. Mendidik masyarakat supaya lebih serius memikirkan terjadinya 
kejahatan, sehingga dengan cara ini, secara tidak langsung dapat 
mengurangi frekuensi kejahatan;  
5. Melindungi masyarakat (protecting the public), melalui pidana 
penjara yang cukup lama. 
 
Dengan demikian dari tujuan pemidanaan tersebut maka pidana 
amputasi memenuhi kriteria sebagai sanksi yang diterapkan sebagai 
pembalasan maupun sebagai upaya pencegahan baik pencegahan umum 
maupun khusus terhadap diri pelaku untuk tidak mengulangi lagi. Sehingga 
pidana amputasi pun memenuhi kriteria teori Retributive Teleologis atau Teori 
Gabungan. Menurut aliran ini maka tujuan pemidanaan bersifat plural (umum), 
karena menghubungkan prinsip-prinsip teleologis (prinsip-prinsip utilitarian) 
dan prinsip-prinsip retributive di dalam satu kesatuan sehingga seringkali 
pandangan ini disebut sebagai aliran integrative. Pandangan ini menganjurkan 
adanya kemungkinan untuk mengadakan artikulasi terhadap teori pemidanaan 
yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus, misalnya pencegahan dan 
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rehabilitasi, yang kesemuanya dilihat sebagai saran-saran yang harus dicapai 
oleh suatu rencana pemidanaan20. 
Tokoh teori gabungan ini adalah Pallegrino Rossi (1787-1848), 
dalam bukunya yang berjudul “Traite de Droit Penal” menyatakan bahwa 
pembenaran pidana terletak pada pembalasan dan hanya orang yang 
bersalah yang boleh dipidana. Pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan 
kejahatan yang dilakukan, sehingga beratnya pidana harus sesuai dengan 
beratnya kejahatan yang dilakukan21. 
Pada umumnya para penganut teori gabungan mempunyai paham 
bahwa dalam suatu pidana terkandung unsur pembalasan dan unsur 
perlindungan masyarakat. Adapun titik berat maupun keseimbangan di antara 
kedua unsur tersebut tergantung dari masing-masing sudut pandang penganut 
teori gabungan ini. 
Demikian pula dengan pidana amputasi dilihat dari pandangan 
moderat yang dipertahankan oleh Marc Ancel22 (Perancis) yang menamakan 
alirannya sebagai “Defence Sociale Nouvelle” atau “New Social Defence” atau 
“Perlindungan Sosial Baru”. Menurutnya, tiap masyarakat mensyaratkan 
adanya tertib sosial, yaitu seperangkat peraturan-peraturan yang tidak hanya 
sesuai dengan kebutuhan untuk kehidupan bersama, tetapi sesuai dengan 
aspirasi warga masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, peranan yang 
besar dari hukum pidana merupakan kebutuhan yang tidak dapat dielakkan 
bagi suatu sistem hukum. 
Beberapa konsep pandangan moderat yang dikemukakan oleh Marc 
Ancel 23 yaitu: 
                                               
20 Muladi, 1984,  lembaga Pidana Bersyarat, Bandung: Alumni, hlm.51. 
21 Negel Walker, 1995, Reductivism and deterrence...,Op.Cit, hlm. 29.   
22 Marc Ancel, Social Defence, Modern Approach to the Criminal Problem, 
London: Roatledge & Paul Keagen, 1965, hlm. 74. 
23 Ibid, hlm. 35.  
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1. Pandangan moderat bertujuan mengintegrasikan ide-ide atau 
konsepsi-konsepsi perlindungan masyarakat ke dalam konsepsi 
baru hukum pidana.  
2. Perlindungan individu dan masyarakat tergantung pada 
perumusan yang tepat mengenai hukum pidana, dan ini tidak 
kurang pentingnya dari kehidupan masyarakat itu sendiri;  
3. Dalam menggunakan sistem hukum pidana, aliran ini menolak 
penggunaan fiksi-fiksi dan tekniks-tekniks yuridis yang terlepas 
dari kenyataan sosial. Ini merupakan reaksi terhadap legisme dari 
aliran klasik.  
 
Teori pemidanaan menurut Herbert L. Packer24 menyatakan bahwa 
ada dua pandangan konseptual yang masing-masing mempunyai implikasi 
moral yang berbeda satu sama lain, yakni pandangan retributif (retributive 
view) dan pandangan utilitarian (utilitarian view). Pandangan retributif 
mengandaikan pemidanaan sebagai ganjaran negatif terhadap perilaku 
menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat sehingga pandangan ini 
melihat pemindanaan hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang 
dilakukan atas dasar tanggung jawab moralnya masing-masing. Pandangan ini 
dikatakan bersifat melihat ke belakang (backward-looking). Pandangan 
untilitarian melihat pemidanaan dari segi manfaat atau kegunaannya dimana 
yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan 
dijatuhkannya pidana itu. Di satu pihak, pemidanaan dimaksudkan untuk 
memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan di pihak lain pemidanaan 
itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan 
melakukan perbuatan yang serupa. Pandangan ini dikatakan berorientasi ke 
depan (forward-looking) dan sekaligus mempunyai sifat pencegahan 
(detterence).  
 
Pidana Amputasi dalam Hukum Islam  
                                               
24 Herbert L. Packer, 1968, The Limits of The Criminal Sanction, California: 
Stanford University Press, hlm. 9. 
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Sanksi pidana amputasi dalam hukum Islam terdapat dalam tindak 
pidana pencurian (Jarimah Sariqah) dan tindak pidana gangguan keamanan 
atau perampokan (Jarimah Hirabah). Sanksi ini sangat erat kaitannya dengan 
tindak pidana yang berkaitan dengan harta kekayaan. Semua perbuatan yang 
merugikan harta kekayaan orang lain termasuk penggelapan, penipuan atau 
merugikan kekayaan negara maka sanksi maksimalnya adalah pidana 
amputasi. 
1. Pidana Amputasi dalam Jarimah Sariqah 
Pencurian (sariqah) ialah mengambil harta milik orang lain dengan 
cara sembunyi (tidak setahu pemiliknya) dari tempat simpan yang 
semestinya dengan maksud untuk memilikinya25. Menurut Muhammad Al-
Khatib Al-Syarbini26 sariqah secara bahasa berarti mengambil harta 
(orang lain) secara sembunyi-sembunyi dan secara istilah syara adalah 
mengambil harta (orang lain) secara sembunyi-sembunyi dan zalim, 
diambil dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk 
menyimpan dengan berbagai syarat.  
Sanksi pidana amputasi bagi pelaku tindak pidana pencurian 
sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Maidah (5) : 38 yaitu 
  
  
    
     
   
“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah 
tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka 
kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa 
lagi Maha Bijaksana”. 
 
                                               
25 Ahmad Azhar Basyir, 2001,  Ikhtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam), 
Yogyakarta: UII Press, hlm.35 
26 M.Nurul Irfan dan Masyrofah, 2013, Fiqh Jinayah, Jakarta: AMZAH, hlm.100. 
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Sedangkan Alhadis  yang menunjukan eksistensi pidana amputasi 
dalam hukum Islam adalah  
Hadis riwayat Aisyah ra : Bahwa orang-orang Quraisy sedang 
digelisahkan oleh perkara seorang wanita Makhzum yang mencuri. 
Mereka berkata: Siapakah yang berani membicarakan masalah ini 
kepada rasulullah SAW.? Mereka menjawab: Siapa lagi yang berani 
selain Usamah, pemuda kesayangan Rasulullah saw. Maka 
berbicaralah Usamah kepada Rasulullah saw. Kemudian rasulullah 
SAW. bersabda: Apakah kamu meminta syafaat dalam hudud Allah? 
Kemudian beliau berdiri dan berpidato: Wahai manusia! 
Sesungguhnya yang membinasakan umat-umat sebelum kamu 
ialah, manakala seorang yang terhormat di antara mereka mencuri, 
maka mereka membiarkannya. Namun bila seorang yang lemah di 
antara mereka mencuri, maka mereka akan melaksanakan hukum 
hudud atas dirinya. Demi Allah, sekiranya Fatimah putri Muhammad 
mencuri, niscaya akan aku potong tangannya (HR. bukhari dan 
Muslim).  
 
Penafsiran perintah Allah SWT dan rasulnya tersebut terdapat dua 
pandangan yaitu pandangan yang pertama melihat secara tekstualnya dan 
pandangan lain adalah dipahaminya secara kontekstual yang disesuaikan 
dengan waktu dan tempat kapan dan dimana diberlakukannya.  
Menurut Muhammad Abdullah Bin Quddamah bahwa para fukaha 
yang memahami secara tekstual sepakat bahwa lafal tangannya termasuk 
juga kaki. Apabila seseorang mencuri untuk kali pertama, yang dipotong 
adalah tangan kanannya; jika untuk kali kedua, yang dipotong adalah kaki 
kirinya. Tangan yang dipotong mulai dari persendian telapak tangan, 
sedangkan kaki yang dipotong mulai dari persendian kedua mata kakinya. 
Khalifah Ali ra pernah memotong setengah tapak kaki pencuri agar ia 
masih dapat berjalan dengan kaki tersebut27. 
Seorang pencuri ketika meniatkan perbuatannya, maka sebenarnya 
menginginkan agar usahanya ditambah dengan kekayaan orang lain dan 
                                               
27 Abdul Qadir Audah, 2008, At-Tasyri’ Al-Jina’i Al-Islamiy Muqarananbil Qanunil 
Wad’iy, Muassasah Ar-Risalah..., Op.Cit., hlm.57 
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meremehkan usaha-usaha halal. Ia tidak merasa cukup dengan hasil 
usahanya sendiri, melainkan mengharapkan hasil usaha orang lain. 
Dengan demikian, kemampuan menafkahinya akan bertambah atau tidak 
susah bekerja, dan menjamin masa depannya. Dengan kata lain, 
bertambahnya usaha dan kekayaan itu yang menjadi faktor pendorong 
adanya pencurian. Sebagai penyeimbang, hukum Islam telah menetapkan 
hukuman potong tangan (dan kaki) karena pemotongan tangan (dan kaki) 
mengakibatkan berkurangnya usaha karena keduanya merupakan alat 
bekerja. Berkurangnya usaha mengakibatkan berkurangnya kekayaan 
yang pada akhirnya mengakibatkan berkurangnya kemampuan menafkahi, 
mengurangi usaha dan kekayaan materi, serta membuat hari depannya 
terancam28. Pencuri adalah orang yang mengambil benda dan/atau barang 
milik orang lain secara diam-diam untuk dimiliki29. 
Sanksi amputasi sebagaimana dipahami secara tekstual dapat 
dilihat dari beberapa Alhadis  dalam kitab Sahih Muslim berikut ini: 
Hadis riwayat Aisyah ra., ia berkata:  rasulullah SAW. memotong 
tangan pencuri dalam (pencurian) sebanyak seperempat dinar ke 
atas.  
 
Hadis riwayat Aisyah ra., ia berkata: Pada zaman rasulullah SAW. 
tangan seorang pencuri tidak dipotong pada (pencurian) yang 
kurang dari harga sebuah perisai kulit atau besi (seperempat dinar) 
yang keduanya berharga. 
 
Hadis riwayat Ibnu Umar ra : Bahwa rasulullah SAW. pernah 
memotong tangan seorang yang mencuri sebuah perisai yang 
berharga tiga dirham.  
 
Hadis riwayat Abu Hurairah ra., ia berkata: rasulullah SAW. 
bersabda: Allah melaknat seorang pencuri yang mencuri sebuah 
                                               
28 Ahmad Hanafi, 1993, Asas-Asas Hukum Pidana Islam,Cet.V, Jakarta: Bulan 
Bintang, hlm.272 
29 Zainuddin Ali, 2007, Hukum Pidana Islam, Jakarta: Sinar Garafika, hlm.62 
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topi baja lalu dipotong tangannya dan yang mencuri seutas tali lalu 
dipotong tangannya.  
 
Dari beberapa Alhadis  tersebut telah menggambarkan bahwa 
sanksi pidana amputasi benar-benar terjadi sebagaimana bunyi teks dari 
Alquran bahwa tangan sipencuri harus dipotong. Namun pidana amputasi 
tersebut harus memenuhi syarat untuk dapat dipidana. Terkait dengan 
syarat dapat di pidana amputasi sebagaimana diungkapkan M. Arfin 
Hamid30 bahwa Seorang pencuri dikenakan had potong tangan kalau 
syarat-syarat syar'iyah yang tercantum dalam nash-nash syara telah 
terpenuhi yaitu: 
1. Perbuatannya telah termasuk ke dalam definisi pencurian, yaitu 
mengambil barang dengan cara sembunyi-sembunyi.  
2. Harta yang dicuri mencapai nishab, Dari Aisyah ra, ia berkata: 
“rasulullah SAW memotong tangan pencuri pada (pencurian) ¼ 
dinar atau lebih”. Kemudian dalam riwayat lain rasulullah saw 
bersabda: potonglah tangan pencuri pada ¼ dinar, dan 
janganlah kalian memotong tangan pencuri (karena mencuri) 
kurang dari itu". Jadi 1 nishab sama dengan ¼ dinar. Kadar itu 
bisa dikonversikan ke dalam emas perak atau uang kertas.  
3. Harta yang dicuri berupa harta yang terjaga yang diijinkan oleh 
syari’, (Allah) untuk dimiliki. 
4. Pada saat ia mencuri dan mengeluarkannya dari tempat 
penyimpanan. Jadi jika seorang mencuri tatkala pintu terkuak 
(terbuka),maka ia tidak dipotong tangannya. Amru bin Syu'aib 
dari bapaknya dari kakeknya meriwayatkan bahwa ada seorang 
laki-laki dari (suku) mazinah bertanya kepada Nabi saw, tentang 
pencurian kurma yang masih ada di pohon. rasulullah bersabda 
"Apa yang diambil (sedangkan pencurinya), tidak bermaksud 
menyembunyikannya (maka ia tidak dikenakan tindakan apapun 
), sedangkan pencuri yang membawanya maka ia berkewajiban 
mengembalikannya dua kali lipat. Sedangkan yang dia ambil dari 
dalam gudang penyimpanan, maka dalam hal ini ia dikenai 
potong tangan jika yang dicurinya senilai dengan sebuah 
tameng'. 
                                               
30 M. Arfin Hamid, 2011, Hukum Islam Perspektif KeIndonesiaan ......Op.Cit. 
hlm.250-251 
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5. Harta yang dicuri bukan harta syubhat, ditinjau dari sisi bahwa 
seseorang memiliki harta terhadap barang tersebut atau ia 
berhak mengambil barang tersebut. Ibnu Mas'ud bertanya 
kepada rasulullah, tentang orang yang mencuri harta baitul mal. 
rasulullah SAW menjawab biarkanlah ia, tidak seorangpun 
kecuali ia memiliki hak terhadap harta tersebut (harta baitul 
mal)." Dari Sya'biy dari AIi ra, bahwa beliau pernah berkata 
"Tidak ada potong tangan bagi orang yang mencuri harta baitul 
mal. Harta yang kedudukannya seperti harta baitul mal, 
merupakan harta milik umum, oleh karena itu di dalam harta 
tersebut terdapat syubhat. Karena itu apabila harta yang 
mengandung syubhat kepemilikan, tidak dikenakan potong 
tangan. Sebab hudud tertolak oleh adanya syubhat. 
6. Pencurinya telah baligh, berakal dan terikat dengan hukum-
hukum Islam. Jika pencurinya masih anak-anak maka tidak 
dikenai had potong tangan sebagaimana sabda rasulullah. 
"Diangkat pena dari tiga orang, (yaitu) orang yang tidur sampai ia 
bangun, anak-anak hingga baligh, dari orang yang gila sampai ia 
sembuh. 
7. Ditetapkan berdasarkan pengakuan pencuri, atau dengan saksi 
yang adil. Pengakuan harus dinyatakan dengan pernyataan. 
Artinya pencuri telah mengakui harta yang dicurinya. Imam 
Ahmad meriwayatkan dari Abu Umayyah al-Makhzumiy, berkata" 
Bahwa rasulullah SAW menerima laporan bahwa seseorang 
mencuri, akan tetapi barang yang dicuri tidak bisa ditemukan. 
Kemudian rasulullah SAW berkata kepada orang tersebut, “Ah 
aku kira dia tidak mencuri ! Namun laki-laki itu (yang dituduh 
mencuri) berkata ”Benar" ia menjawab hingga tiga kali. rasulullah 
SAW bersabda Potong tangannya. 
 
Jadi tidak tepat kalau pidana amputasi harus dimaknai secara 
kontekstual dengan mengabaikan pemaknaan secara tekstual dalam 
firman Allah SWT yang sangat jelas dan pernah dilaksanakan di zaman 
rasulullah sebagaimana dalam Alhadis . Kalaupun memaknai pidana 
amputasi ini secara kontekstual, harusnya syarat-syarat dapat dikenakan 
pidana potong tanganlah yang dikontekstualkan dengan kondisi saat ini.   
Sedangkan pidana potong tangan yang dimaknai secara kontekstual   
sebagaimana   menurut   Sabri  Samin   yaitu bahwa ada pendapat 
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sementara dari beberapa kalangan mengatakan kalimat  
  tidak diterjemahkan secara tekstual: "maka hendaklah 
kamu   potong   tangan   keduanya ( pencuri  laki-laki dan pencuri 
perempuan)", melainkan hendaknya dipahami secara kontekstual: "maka 
pasunglah tangan keduanya" atau "maka cegahlah kemampuan dan 
kekuasaannya". Pidana potong tangan dalam arti majazi (kiasan) adalah 
potong kemampuan atau penjara dalam konteks Indonesia merupakan 
jenis pidana yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Umar Syihab 
yang dikutip Sabri Samin berpendapat pidana potong tangan dalam arti 
"potong kemampuan untuk melakukan pencurian " atau "penjara" yang 
dijatuhkan terhadap para pencuri merupakan sanksi pidana yang tidak 
menyimpang dari ketentuan hukum Islam. Sebab, di samping didukung 
oleh kenyataan-kenyataan    yang    telah    disebutkan   terdahulu,   juga   
salah   satu  pengertian   kata  dalam  kamus adalah kemampuan, 
bukan hanya tangan. Jadi,     dapat juga 
berarti memotong kemampuan (kekuasaan)31. 
Memang benar bahwa pidana penjara tidak bertentangan dengan     
hukum     Islam    karena   dapat  dimaknai   seperti   halnya untuk   
pengasingan   dalam   tindak   pidana   hirabah   dan  zina. Jadi  kalimat 
      yaitu   memotong   kemampuan   
dimaknai sebagai   penjara   terbukti   tidak   tepat,  karena   pencurian  
semakin merajalela dan sebagian besar adalah para residivis. Berbeda 
antara memotong tangan dengan memotong kemampuan yang dimaknai 
dengan cara pidana penjara. Secara logis jelaslah berbeda, Potong tangan 
sudah tentu salah satu organ tubuh manusia yang digunakan untuk 
melakukan kejahatannya itu terpisah dari anggota tubuh lainnya dan tidak 
dapat difungsikan lagi. Sedangkan potong kemampuan hanya untuk 
                                               
31 Sabri Samin, 2007, Pidana Islam Dalam Politik Hukum Indonesia Eklektisisme 
Dan Pandangan Non Muslim,Kholam Publishing, hlm.123 
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beberapa hari, bulan atau tahun saja, apabila pelaku bebas dari 
hukumannya masih bisa untuk melakukan kejahatannya lagi. 
Bolehlah        dimaknai    secara   
kontekstual dengan pidana penjara atau pidana lain yang lebih ringan dari 
pidana amputasi, tetapi tidak bisa di lupakan makna sebenarnya secara 
tekstual sebagai pidana amputasi. Tentu dengan memaknai syarat 
diberlakukannya pidana amputasilah yang dikontekskan. Misalnya pidana 
amputasi hanya dapat diberlakukan untuk residivis yang meresahkan 
masyarakat, pencuri yang terorganisir dan profesional, tidak adanya alasan 
fundamental seseorang terpaksa melakukan tindak pidana pencurian. 
Seperti yang dilakukan khalifah Umar ra, pernah membentuk hukum 
dengan memberhentikan hukuman potong tangan pada tahun kelaparan 
karena adanya syubuhat (alasan) keperluan, dan persetujuan para sahabat 
termasuk para fuqaha' dan ahlul ilmi dan fatwa terhadap Umar tentang 
masalah tersebut, seperti ini dianggap salah satu bentuk dari ijma' 
(konsensus) Karena sesungguhnya mereka tidak diam terhadap kebathilan 
dan mereka tidak bersepakat di atas kesesatan32.   
Pernah juga, khalifah Umar tidak menghukum dua pembantu yang 
mengambil harta juragannya, karena Umar berpendapat bahwa kedua 
pembantu itu tidak mencuri kecuali karena kezhaliman sayyid-nya dan 
karena tidak diberi kecukupan dari keperluan pokoknya. Tidak heran jika 
Umar memaafkan keduanya sesuai dengan kondisinya, kemudian Umar 
memperingatkan kepada juragannya bahwa tangan juragannya akan 
dipotong jika sampai kedua pembantu terpaksa mencuri lagi33.  
                                               
32 Yusuf Qardhawi, 1997, Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah 
(Malaamihu Al Mujtama' Al Muslim Alladzi Nasyuduh), Citra Islami Press, Lihat 
http://media.isnet.org/Islam/Qardhawi/Masyarakat/MenolakHudud.html 
33Ibid.  
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Hasbi ash-Shieddiqy yang dikutip Makrus Munajat berpendapat, 
bahwa lafaz as-sariq, menunjukkan ma'rifah, artinya orang yang jelas 
sebagai pencuri, profesi yang kerjaannya memang berulang-ulang 
mencuri. Sementara pencuri yang telah mengembalikan barang sebelum 
kasusnya ke tangan hakim, hanya berlaku hukum ta’zir.34  
Mengenai hukuman tindak pidana pencurian berupa potong tangan, 
pendapat para ulama terbagi menjadi dua: Pertama, menurut sebagian 
ulama bahwa hukuman tersebut bersifat ta'abbudi karena itu tidak dapat 
diganti hukuman lain, dengan penjara atau lainnya, sebagaimana pernah 
dilaksanakan pada masa rasul. Kedua, menurut sebagian ulama, hukuman 
tersebut ma 'qulul ma'na, yakni mempunyai maksud dan pengertian yang 
rasional. Karena itu ia dapat berujud dengan hukuman lain, tidak harus 
dengan potong tangan35.  
Golongan ini mengemukakan alasan bahwa kata memotong (al-
qath'u) arti aslinya adalah semata-mata pencegahan (al-man'u), dengan 
alasan sebagai berikut. 
Menurut sebuah riwayat, rasulullah memberi hadiah kepada Aqra' 
bin Habis At-Tamimi dan 'Uyainah bin Hisn Al-Fazari masing-masing 
seratus ekor unta, sedangkan kepada 'Abbas bin Mardas Nabi 
memberikan hadiah kurang dari seratus ekor unta. Kemudian 'Abbas 
rnendendangkan syair di hadapan Nabi yang mengutarakan bahwa 
kedudukan dan perjuangannya jika tidak lebih maka tidak dapat 
dipandang kurang dari Aqra' dan 'Uyainah tersebut. Ketika 
mendengar syair 'Abbas yang dibaca berulang-ulang itu, Nabi 
berkata kepada para sahabat: iqtha'u anni lisanahu (secara harfiah 
berarti: potonglah dari aku lidahnya). Para sahabat kemudian 
memberikan kepada 'Abbas tambahan sampai seratus unta, 
sebagaimana Nabi telah memberikan kepada Aqra' dan 'Uyainah. 
Kalaulah kata qatha'a berarti pemotongan, tentu para sahabat 
memotong lidah 'Abbas. Tetapi mereka menanggapi perkataan Nabi 
                                               
34 Makhrus Munajat, 2009, Hukum Pidana Islam di Indonesia, Yogyakarta: Teras, 
hlm.149-150. 
35 Nadirsyah Hosen, Potong Tangan dalam Islam?, 
http://media.isnet.org/isnet/Nadirsyah/ 
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tersebut tidak menurut arti lahirnya, yaitu pemotongan lidah. 
Melainkan memahaminya agar mencegah lidah 'Abbas dari 
mengoceh dan mengemukakan protesnya, dengan mencukupkan 
bilangan unta seratus ekor. Dengan demikian, perkataan Nabi 
tersebut tidak diartikan oleh para sahabat dengan "potonglah 
lidahnya", tetapi diartikan "cegahlah lidahnya36. 
 
Menurut para pendukung pendapat kedua ini, yang dimaksud 
dengan "potong tangan" sebagaimana ditegaskan dalam ayat adalah 
"mencegah melakukan pencurian". Pencegahan tersebut dapat diwujudkan 
dengan penahanan dalam penjara dan sebagainya, tidak mesti harus 
dengan jalan potong tangan. Menurut Abu Hanifah, Ats-Tsauri, Ahmad, 
dan Ishaq, hukuman atas tindak pidana pencurian itu bersifat pilihan, 
potong tangan atau mengembalikan (mengganti) barang yang dicuri 
kepada pemiliknya, atau menurut ulama lain menafkahkannya di jalan 
Allah37. 
Salah satu uraian teori limit Muhammad Syahrur adalah Posisi 
Batas Maksimal. Seperti ayat yang menjelaskan hukum potong tangan 
(Q.S. al-Maidah:38), bahwa batasan maksimal hukuman bagi pencuri, yaitu 
pemotongan tangan. Dengan demikian, selamanya tidak diperkenankan 
menjatuhkan hukuman kepada pencuri lebih berat dari hukum potong 
tangan tetapi sangat dimungkinkan untuk menjatuhkan hukuman yang 
lebih ringan. Para pembaharu hukum Islam berkewajiban untuk 
menetapkan definisi yang pasti terhadap subyek 'pencuri' berdasarkan 
fakta dan latar belakan obyektif yang melingkupinya Atau dengan kata lain, 
pencuri sekaliber apa yang pantas menerima hukuman maksimal berupa 
                                               
36 Ibid.  
37 Ibid.  
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potong tangan dan pencuri seperti apa yang berhak memperoleh hukuman 
yang lebih ringan38. 
Menurut Muhammad Syahrur39, potong tangan merupakan sanksi 
maksimum (al-hadd al-a`lâ) bagi seorang pencuri. Batas minimumnya 
adalah dimaafkan (Q.S. al-Mâ’idah: 34). Dari sini Syahrur berkesimpulan, 
seorang hakim dapat melakukan ijtihad dengan memperhatikan kondisi 
objektif si pencuri. Sang hakim tidak perlu serta merta harus memberi 
sanksi potong tangan dengan dalih menegakkan syariat, tetapi dapat 
berijtihad di antara batasan maksimum dan minimum tadi, misalnya 
dengan sanksi penjara. Kalau kasus yang dihadapi adalah pejabat yang 
korup, sanksi dipecat dari jabatannya juga masih berada dalam dua 
batasan tadi. Syahrur beralasan, esensi sebuah sanksi hukum adalah 
membuat jera (kapok) si pelanggar hukum.  
Pandangan syahrur tersebut menyebutkan bahwa selain pidana 
amputasi dalam tindak pidana pencurian, terdapat juga pidana lain yang 
lebih renda yang dapat diberlakukan kepada pelaku pencurian. Hal 
tersebut dapat dilihat dalam Alhadis  Nabi SAW sebagai berikut:  
Diriwayatkan dari ’Amru bin Syu’aib ra, dari ayahnya dari kakeknya 
dari rasulullah SAW: Bahwa aku mendengar seorang laki-laki dari 
Muzainah bertanya kepada rasulullah SAW. Ia berkata : ’Wahai rasulullah, 
aku bertanya kepada engkau mengenai onta yang tersesat’. Beliau 
menjawab: onta itu membawa sepatunya, membawa tempat minumnya, 
memakan pepohonan, dan meminum air. Maka biarkanlah ia hingga ada 
orang yang mencarinya (yaitu pemiliknya) datang. Ia bertanya kembali: 
Bagaimana halnya dengan kambing yang tersesat?’. Maka beliau 
                                               
38 Jasmani, Jurnal studi agama dan masyarakat, volume 4, nomor 2, desember 
2007, hlm. 152 
39 Abdul Mustaqim, Syahrur dan Teori Limit, (di akses pada tanggal 12 April 
2019), http://Islamlib.com/?site=1&aid=418&cat=content&cid=11&title=syahrur-dan-teori-limit 
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menjawab: Ia adalah untukmu, untuk saudaramu, dan untuk serigala. 
Kumpulkanlah kambing-kambing itu hingga ada orang yang mencarinya 
(yaitu pemiliknya) datang. Ia kembali bertanya: Bagaimana halnya dengan 
kambing yang diambil dari tempat gembalaannya?. Beliau menjawab: Ia 
dikenakan denda dua kali lipat dari harga kambing itu dan dihukum 
cambuk. Dan apa-apa yang diambil dari tempat menderum onta, maka 
hukumannya adalah dipotong apabila yang diambil itu mencapai dengan 
harga perisai (yaitu seperempat dinar). Ia bertanya kembali: Wahai 
rasulullah, bagaimana dengan buah-buahan dan apa saja yang diambil dari 
tangkainya?. Maka beliau menjawab: Barangsiapa yang mengambil 
dengan mulutnya (yaitu ia makan) tanpa mengantonginya, maka tidak ada 
hukuman atasnya. Barangsiapa yang membawanya, maka baginya denda 
dua kali lipat dari harganya dan hukum cambuk. Dan apa saja yang diambil 
dari tempat penjemurannya, maka baginya hukum potong apabila yang 
diambil itu mencapai harga perisai. Dan apa saja (yang diambil) yang tidak 
mencapai harga perisai, maka baginya hukuman denda dua kali lipat dan 
dihukum beberapa kali cambukan” (HR. An-Nasa’i). 
Sedangkan Alhadis  dengan periwayat yang sama adalah 
diriwayatkan dari Amr bin Sya'aib dari ayahnya dari kakeknya dari 
rasulullah SAW., bahwasanya beliau ditanya tentang buah yang masih 
tergantung di pohon. Maka beliau bersabda: "Barangsiapa mengambilnya 
karena kebutuhan tanpa mengantonginya, maka tidak ada hukuman 
atasnya. Barangsiapa yang membawanya keluar maka ia dikenakan denda 
dua kali lipat dan hukuman. Barangsiapa mencuri buah yang telah 
disimpan dalam tempat pengeringan kurma dan mencapai harga 
seperempat dinar maka ia dipotong tangannya" (HR Abu Dawud dan at-
Tirmidzi). 
Pandangan Syahrur tersebut dapat dikatakan sebagai gabungan 
dari kedua pandangan yaitu secara tekstual maupun kontekstual. Jadi 
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perlu dirumuskan pidana amputasi dalam RKUHPid sebagai bagian dari 
kebijakan kriminalisasi dalam pembaharuan hukum pidana nasional 
dewasa ini. Sebagai negara hukum religius maka hal tersebut tidaklah 
bertentangan dengan konstitusi namun persyaratan untuk diterapkannya 
pidana amputasi perlu dikontekstualkan.  
Berbeda dengan di Arab Saudi sebagai negara Islam yang konstitusi 
tertingginya adalah Alquran tidak menjadi kendala karena di negara 
tersebut telah berlaku pidana potong tangan (amputasi) yang dimaknai 
secara tekstual, jadi pemaknaan secara kontekstual tergantung pada 
penerapan hukum oleh hakim. Jadi, pidana amputasi masih diberlakukan di 
negara Arab Saudi hingga saat ini untuk tindak pidana pencurian, 
pemotongan tangan hanya sebatas pada pergelangan tangan.  
Sebagaimana salah satu pengadilan di Arab Saudi memerintahkan 
pemotongan tangan terhadap dua orang yang dituduh mencuri domba. 
Hukuman itu merupakan penerapan dari hukum Syariah yang berlaku di 
Saudi. Vonis itu dijatuhkan hakim di pengadilan di Kota Bisha selatan 
Bisha. Dua terdakwa dinyatakan bersalah telah mencuri beberapa ekor 
domba dari peternakan lokal. Menurut putusan pengadilan, kedua 
terdakwa dihukum potong tangan, dengan ketentuan hanya sebatas 
pergelangan tangan, bukan seluruh lengan40. 
Hukum potong tangan dianggap oleh sementara orang sebagai 
hukuman yang kejam dan tidak berprikemanusiaan. Pandangan ini tentu 
saja tidak tepat, karena hanya melihat lahirnya dan tidak memahami 
maksud dan tujuannya. Syariat Islam memandang bahwa hukuman harus 
berisi ketegasan, bukan kelemahan dan kelunakan. Hukuman-hukuman 
yang sifatnya ringan, lemah dan lunak seperti penjara, akan dianggap 
                                               
40 Muhaimin, Pengadilan Saudi Vonis Potong Tangan 2 Pencuri Domba, diakses 
tanggal 8 April 2019, http://international.sindonews.com/read/861361/43/pengadilan-saudi-
vonis-potong-tangan-2-pencuri-domba-1399462256 
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ringan oleh para pelaku jarimah. Akibatnya, meskipun ia telah dijatuhi 
hukuman dalam tindak pidana yang dilakukannya, ia akan mengulanginya 
lagi perbuatannya itu setelah hukuman selesai dilaksanakannya. 
Sebaliknya apabila hukuman itu kelihatannya keras dan tegas maka pelaku 
akan berfikir dua kali untuk mengulangi perbuatannya dan orang lain pun 
akan takut untuk melakukan perbuatan semacam itu41.     
 
 
2. Pidana Amputasi dalam Jarimah Hirabah 
Sanksi pidana amputasi yang lebih tinggi adalah potong tangan dan 
kaki sekaligus terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan harta 
kekayaan terdapat pada tindak pidana perampokan  (jarimah hirabah) yaitu 
pencurian yang disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, 
melakukan pengrusakan, mengganggu keamanan dan ketertiban umum 
bahkan dapat mengakibatkan luka berat atau menghilangkan nyawa orang 
lain.  
Hukum Islam telah menetapkan empat sanksi pidana bagi tindak 
pidana gangguan keamanan atau perampokan (hirabah) yaitu hukuman 
mati biasa, hukuman mati disalib, potong tangan dan kaki, dan 
pengasingan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Maidah (5) : 
33 adalah 
   
  
   
   
   
   
    
                                               
41 Ahmad Wardi Muslich, 2006, Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam (fikih 
Jinayah), Jakarta: Sinar Grafika, hlm.149  
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    
    
    
   
  
Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi 
Allah dan rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, 
hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan 
kaki mereka dengan bertimbal balik42, atau dibuang dari negeri 
(tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu 
penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka 
memperoleh siksaan yang besar. 
 
Hukuman ini harus dijatuhkan kepada pelaku hirabah  jika ia 
mengambil harta, tetapi tidak melakukan pembunuhan. Yang dimaksud 
dengan pemotongan adalah memotong tangan kanan dan kaki kirinya 
sekaligus secara silang. 
Sanksi bagi perampok yang diungkapkan As-Sayid Sabiq yang 
dikutip Makhrus Munajat bahwa menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, 
dan Imam Ahmad berbeda-beda sesuai dengan perbuatannya. Mereka 
berargumentasi pada surah Al-Maidah ayat 33 di atas dengan 
memfungsikan huruf ataf aw litanwi artinya perincian. Selanjutnya As-
Sayid Sabiq menerangkan bahwa hanya mengambil harta dan membunuh 
dihukum salib, jika tidak mengambil harta, tetapi membunuh, maka 
dihukum mati. Jika hanya mengambil harta dengan paksa dan tidak 
membunuh, maka sanksinya adalah potong tangan dan kaki secara 
bersilang. Bila hanya menakut-nakuti, maka dihukum penjara. Menurut 
Imam Malik, sanksi hirabah ini diserahkan kepada Imam untuk memilih 
salah satu hukuman yang tercantum dalam ayat di atas sesuai dengan 
kemaslahatan. Bagi pelaku yang mengambil harta dan membunuh maka 
hukumannya menurut pendapat Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan Imam 
                                               
42 memotong tangan kanan dan kaki kiri; dan kalau melakukan lagi Maka 
dipotong tangan kiri dan kaki kanan. 
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Zaidiyyah adalah dihukum mati lalu disalib. Sedangkan menurut Imam Abu 
Hanifah, Ulil Amri dapat memilih apakah dipotong tangan dan kakinya dulu, 
baru dihukum mati dan disalib, ataukah dihukum mati saja tanpa dipotong 
tangan dan kakinya dulu, ataukah disalib saja. Sedangkan Imam Malik 
berpendapat bahwa aw dalam ayat di atas berfungsi sebagai takhyir 
(pilihan). Maka Imam dapat memilih alternatif di antara empat hukuman 
yang ditentukan dalam Aluran yaitu hukuman mati, salib, potong tangan 
dan kaki secara bersilang atau hukuman pengasingan. Namun tidak boleh 
menggabungkan sanksi-sanksi yang ditentukan dalam ayat di atas43. 
Ketentuan sanksi bagi muharib, juga didasarkan pada dialog antara 
nabi dengan malaikat Jibril. rasulullah bertanya kepada Jibril tentang 
hukuman orang yang melakukan hirabah. Jibril menjawab, "Barang siapa 
yang mengambil harta dan mengacau jalanan, maka potong tangan sebab 
ia mencuri dan potong kakinya sebab ia mengacau, barang siapa 
membunuh bunuhlah dan barang siapa membunuh dan mengacau 
perjalanan saliblah. Dan barang siapa yang membuat kekacauan tanpa 
mengambil harta dan membunuh, maka buanglah atau penjarakanlah44. 
Hukum yang tegas sangat dituntut dalam tatanan dunia modern, 
karena itu sebagai sarana terciptanya masyarakat yang aman dan tentram. 
Mengingat kejahatan pada abad modern ini sangat terorganisir dengan 
baik, maka syarat ulama klasik mengenai ketentuan jarimah hirabah perlu 
revisi, terutama syarat yang berkaitan dengan tempat dan sasaran. 
Hirabah bukan hanya terjadi di tempat yang jauh dari keramaian. Sebab 
ada indikasi ketika dilakukan di tempat yang jauh dari keramaian tidak 
mungkin si korban mendapatkan pertolongan. Kejahatan sekarang bisa 
terjadi di tempat keramaian seperti di bank dan toko swalayan yang 
                                               
43 Makhrus Munajat, 2009, Hukum Pidana Islam Di Indonesia….Op.Cit, hlm.154-
155 
44 Ibid.hlm.155 
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dengan senjata otomatis penjahat leluasa mela-kukan aksinya dan orang 
lain takut memberikan pertolongan. Sasaran tidak hanya terbatas harta dan 
nyawa, tetapi gangguan keamanan, seperti sabotase, pemutusan aliran 
listrik, pengrusa-kan jalan, saluran air minum, pengeboman, pemerkosaan 
dan bentuk-bentuk kejahatan lain yang pada akhirnya memakan korban, 
baik jiwa, harta maupun kehormatan. Bahkan hasil Ijtima Ulama di Jakarta 
tangal 14-16 Desember 2003 memasukkan terorisme dalam jarimah 




Absorpsi Pidana Amputasi dalam RUU KUHPid 
Upaya pembaharuan hukum pidana nasional berupa perubahan KUHP 
nasional saat ini belum merumuskan pidana amputasi sebagai salah satu dari 
kebijakan politik hukum pidana. bahkan untuk menjadikan issue atau 
wacanapun terasa tidak menghampiri para pemburu ilmu khususnya ilmuan 
hukum murni (bukan hukum syariah).  
Sudah selayaknya kebijakan hukum pidana atau politik kriminal 
mengabsorpsi pidana amputasi sebagai salah satu kebijakan kriminalisasi 
untuk dijadikan salah satu pidana utama dibawah pidana penjara. Pidana 
amputasi juga merupakan pidana tertinggi untuk tindak pidana yang berkaitan 
dengan harta kekayaan. Pidana ini merupakan pidana maksimal dalam 
pencurian, bukan berarti perumusannya secara tekstual. Perumusannya nanti 
dibuat sedemikian sehingga terdapat beberapa tahapan pencurian baru 
diterapkan pidana amputasi. Dapat juga dirumuskan terhadap tindak pidana 
pencurian yang berulang kali, oleh pelaku yang profesional dan tidak ada 
pertaubatan.   
                                               
45 Ibid.hlm.156 
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Sebelumnya, Arab Saudi adalah negara yang paling buruk dalam segi 
keamanan. Para pendatang atau penduduknya sendiri tidak merasa aman, 
baik pada jiwa, harta, maupun keluarganya, baik pada siang maupun malam 
hari, meskipun mereka memiliki kekuatan dan senjata. Hampir mayoritas 
penduduknya adalah pencuri dan perampok. Manakala hukum Islam 
diterapkan di Arab Saudi, negara tersebut berubah menjadi negeri yang paling 
baik dalam segi keamanannya. Para pendatang dan penduduknya merasa 
aman. Ketika mereka meninggalkan barang di jalan tanpa ada yang 
menjaganya, tidak ada yang mencurinya atau memindahkan dari posisinya 
sampai polisi mengembalikan barang tersebut kepada pemiliknya. 
Ajaran Islam bukan ajaran materialisme, namun Islam mengajarkan 
agar pemeluknya berusaha sekuat kemampuan untuk mencari harta. Untuk 
memperoleh harta dalam syariat Islam ditetapkan seperangkat aturan. 
Memperoleh harta dengan cara yang haram, seperti berbuat curang, 
merugikan orang lain, mencari keuntungan yang berlebihan, dan lain-lain 
harus dihindari. Mengganggu atau merusak harta berarti mengganggu dan 
merusak sistem nilai yang berkaitan dengan bidang ekonomi. Asas-asas 
pembinaan dan pengembangan perekonomian yang ditetapkan oleh syariat 
Islam berlandaskan atas prinsip suka sama suka, tidak merugikan sepihak, 
jujur, transparan, dan lain-lain. Sebagai konsukuensi dari sistem dan tata 
aturan tentang bagaimana cara memperoleh harta, syariat Islam menetapkan 
seperangkat aturan tentang hal tersebut.  
Bagaimana dengan negara indonesia dewasa ini. Pencurian merajalela, 
korupsi tanpa pandang bulu, perampokan terjadi di tempat-tempat umum. 
Penadahan atas harta curian semisal motor tidak diketahu siapa dan dimana 
tempatnya. Setiap hari berita pencurian didengar dari keluarga, teman, 
tetangga, maupun media. Pengamanan rumah harus dilakukan secara ekstra, 
mulai dari menyewa satpam, memelihara anjing, memasang cctv, membeli 
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gembok dan dikunci, membuat teralis besi membuat pagar yang berduri-duri, 
memesan teralis besi untuk pintu dan jendelah rumah. Dibuatkan gerasi mobil.  
Semua keresahan tersebut secara yuridis, sosiologis, dan filosofis 
menunjukan sanksi pidana saat ini tidak memberikan jaminan kepada 
masyarakat dan negara akan harta kekayaannya yang dicari dan dikumpulkan 
bertahun-tahun dengan kerja keras. Terlebih menyakitkan kalau harta yang 
dimiliki merupakan utang dari orang lain atau dari negara lain.  
Sanksi pidana amputasi merupakan sarana untuk memberikan balasan 
yang setimpal kepada para pelaku kriminal untuk dapat merasakan betapa 
sulitnya mencari dan mengumpulkan harta kekayaan. Menurut Herbert L. 
Packer46 bahwa pandangan retributif mengandaikan pemidanaan sebagai 
ganjaran negatif terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga 
masyarakat sehingga pandangan ini melihat pemindanaan hanya sebagai 
pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab 
moralnya masing-masing. Pandangan ini dikatakan bersifat melihat ke 
belakang (backward-looking).  
Teori pemidanaan sebagai pembalasan merupakan wujud dari firman 
Allah SWT, yaitu: “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, 
potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka 
kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha 
Bijaksana”47. 
Sesungguhnya hanya Allah SWT yang maha sempurna dalam 
membuat sistem untuk makhluk ciptaannya, disaat salah satu sub atau bagian 
terkecil dari sistem itu dihilangkan, maka niscaya keseimbangan dalam 
masyarakat itu terganggu. Jikalau semua data empiris terkait dengan tindak 
pidana yang berkaitan dengan harta kekayaan di publikasikan, maka akan 
                                               
46 Herbert L. Packer, 1968, The Limits of The Criminal Sanction...,Op.Cit.,hlm.9. 
47 QS. Al-Maidah (5): 38. 
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memperlihatkan bahwa betapa nyamannya para pelaku kriminal melakukan 
aksinya.  
Walaupun hukum Islam sangat tegas dalam menetapkan sanksi 
pidananya tetapi sesungguhnya hudud (hukuman dalam Islam) itu hiasan, 
hanya menandakan bahwa masyarakat Islam menolak perbuatan kriminal, 
kapan pun dan dalam keadaan apa pun. Pidana amputasi sebagaimana 
diperintahkan Allah SWT bukanlah perbuatan kejam dan sadis (di luar 
perikemanusiaan) sebagaimana difahami atau digambarkan kelompok 
abolisionis maupun kaum Orentalis. 
Hukum Islami sangat menekankan untuk memaafkan dan berlapang 
dada dalam kaitannya dengan hukuman-hukuman yang berkaitan dengan hak-
hak manusia sebagai hamba Allah, seperti mencuri, dengan syarat tidak 
sampai pada kekuasaan hukum, maka di sana tidak ada kesempatan untuk 
dimaafkan atau ditolong48. Dalam hal ini ada hadits yang diriwayatkan oleh 
Abdullah bin Umar sebagai berikut: 
"Saling memaafkanlah di antara kamu dalam kaitannya dengan 
hukuman, karena apa-apa (keputusan) yang telah sampai kepadaku 
dari hukuman berarti wajib (dilaksanakan)." (HR. Abu Dawud dan 
Nasa'i)  
 
Ibnu Mas'ud berkata: "Sesungguhnya aku akan menyebutkan pertama 
kali orang yang dipotong (tangannya) oleh rasulullah SAW "Adalah 
didatangkan seorang yang mencuri maka diperintahkan untuk dipotong, 
tetapi seakan wajah rasulullah SAW nampak menyesal, maka sahabat 
bertanya, "Wahai rasulullah, seakan-akan engkau tidak suka 
memotongnya, " Nabi bersabda, "Tidak ada yang menghalangi aku, 
janganlah engkau menolong syetan atas saudara kamu, karena tidak 
pantas bagi seorang imam apabila telah sampai padanya hukuman 
kecuali harus melaksanakannya, Sesungguhnya Allah Maha 
Pengampun, cinta untuk mengampuni, Allah berfirman, "Dan hendaklah 
                                               
48 Yusuf Qardhawi, 1997, Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an...,Op.Cit, 
http://media.isnet.org/Islam/Qardhawi/Masyarakat/MenutupHudud.html  
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mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin 
bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi 
Maha Penyayang (An-Nur (24) : 22. (HR. Hakim). 
 
Pidana amputasi harus diakomodir dalam RKUHPid sebagai wujud 
pengabdian dan ketundukan hambanya kedapa penciptanya. Perumusan 
sanksi ini dalam hukum pidana baru nanti, berarti bahwa nilai-nilai Islam 
berupa nilai ilahiyah, nilai keadilan dan nilai kepastian akan menjadi esensi 
dari sistem sanksi pidana nasional nanti, namun saat ini dalam hukum pidana 
nasional maupun rancangannya tidak terdapat rumusan pidana ini, sehingga 
tujuan dari hukum Islam untuk kemaslahatan umat manusia berupa 
pemeliharaan harta tidak terwujud dengan sempurna, sehingga pencurian dan 
kejahatan lainnya yang berkaitan dengan harta kekayaan semakin merajalela 
dengan berbagai macam jenis tindak pidana maupun berbagai modus dalam 
melakukan perbuatan jahat terhadap harta kekayaan misalnya korupsi. 
Sanksi pidana dalam hukum pidana nasional hanya berorientasi dunia 
sehingga sanksinya hanya berupa pidana penjara, sanksi ini bertujuan hanya 
sebagai pencegahan khusus untuk pelaku berupa efek jera serta pencegahan 
umum untuk masyarakat berupa pengurangan para pelaku pencurian 
dimasyarakat (menakut-nakuti) namun realitas yang terjadi adalah para pelaku 
pencurian semakin bertambah dan berani melakukan kejahatan kriminalnya 
secara terang-terangan, Bahkan bertambahnya residivis terkait tindak pidana 
pencurian.  
Berbeda dengan tujuan pemidanaan dalam hukum Islam dengan 
adanya sanksi amputasi yang dimaksudkan untuk pembalasan terhadap 
perbuatannya berupa mencuri harta orang lain. Sanksi ini sebagai balasan 
atas jerih payah korban dalam mencari dan mengumpulkan hartanya. Selain 
itu tujuannya untuk pencegahan khusus untuk pelaku kriminal berupa 
hilangnya salah satu anggota tubuh yang memiliki peran penting dalam 
melakukan pencurian sehingga pelaku pencurian akan sulit untuk mengulangi 
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lagi kejahatannya, Maupun pencegahan umum berupa kepastian bahwa setiap 
orang akan kehilangan salah satu anggota tubuhnya apabila mengambil harta 
orang lain tanpa hak. Tujuan ini juga berorientasi akhirat berupa siksaan 
lansung dari Allah SWT melalui khalifah di muka bumi dengan harapan 




Pidana amputasi belum diatur dalam hukum pidana nasional walaupun 
pernah diberlakukan di negara indonesia sebagai sanksi hukum adat. Pidana 
amputasi dari perspektif HAM digambarkan bahwa Islam dalam memandang 
HAM dapat dilihat dari ajaran pokok tentang  hablum min Alllah dan hablum 
min na-nas, muncul dua konsep hak, yakni hak manusia  (haq al -insan) dan 
hak Allah. Setiap hak saling melandasi satu sama lain. Hak Allah melandasi 
hak manusia dan juga sebaliknya. Demikian halnya sanksi pidana amputasi 
sebagai sanksi hudud yang merupakan hak Allah yang harus dilaksanakan 
sebagaimana dalam wahyu-Nya. Tujuan Pidana amputasi sebagai 
pembalasan serta  penghinaan dan perbaikan pelaku yang selaras dengan 
tujuan pemidanaan yaitu teori Retributive, teori teleologis, teori Retributive 
teleologis serta teori New Social Defence. Sanksi pidana amputasi dalam 
hukum Islam terdapat dalam tindak pidana pencurian (Jarimah Sariqah) dan 
tindak pidana gangguan keamanan atau perampokan (Jarimah Hirabah). 
Sanksi ini sangat erat kaitannya dengan tindak pidana yang berkaitan dengan 
harta kekayaan. Semua perbuatan yang merugikan harta kekayaan orang lain 
termasuk penggelapan, penipuan atau merugikan kekayaan negara maka 
sanksi maksimalnya adalah pidana amputasi. Sehingga dalam RUU KUHPid 
dapat mengakomodir pidana amputasi sebagai salah satu jenis pidana utama 
(pidana hudud). Esensi pidana amputasi sebagai pidana maksimum dan 
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utama untuk kejahatan terhadap harta kekayaan serta pidana antara untuk 
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